
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 086 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN             
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mengingat: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang 
memiliki jiwa gotong royong sebagai bangsa Indonesia  yang 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab 
dan berkemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang 
multi kultur sehingga tercapai jati diri bangsa yang memuat 

nilai-nilai  luhur bangsa yang religius, kebersamaan dan 
persatuan yang bersumber pada 4 (empat) pilar yaitu 
Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. bahwa Organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peran dan 

fungsinya yaitu antara lain sebagai sarana partisipasi 
masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat 
persatuan dan persatuan bangsa serta pemelihara dan 

pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga 
dipandang perlu diberikan penguatan organisasi yang dapat 

memberikan pendidikan wawasan kebangsaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan    
di Provinsi Kalimantan Selatan; 

 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang 

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015       

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7          
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5658); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di 
Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 100); 

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 088     
Tahun 2009 tentang Organisasi Kemasyarakatan                   

di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2009 Nomor 88); 

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072          
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2016 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN DI  PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 
 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi 
yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan 

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota  di Kalimantan Selatan. 

 
 

BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal  2 

(1) Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dimaksudkan sebagai salah satu pedoman 

bagi Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk 
lebih berperan di dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan 

kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
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(2) Penguatan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan mewujudkan kesatuan pola 

pikir, pola sikap dan pola tindak dalam memahami dan mengimplementasikan 
pemantapan wawasan kebangsaan, agar tertanam akhlak yang mulia, bermoral, 

berbudaya, beretika, dan berkemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang 
multi kultur dan berdaya saing dalam jiwa dan semangat bangsa Indonesia. 

 

BAB  III 

SASARAN 

Pasal 3 

Sasaran penguatan organisasi kemasyarakatan ditujukan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang memiliki Badan Hukum dan/atau Surat Keterangan Terdaftar 

yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga sesuai dengan lingkup organisasinya.  

 

Pasal 4 

Surat Keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk lingkup 
nasional dikeluarkan oleh menteri, lingkup provinsi dikeluarkan oleh gubernur, dan 

lingkup Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. 

 

BAB  IV 

BENTUK PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

Pasal 5 

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianjurkan  untuk 

melakukan penambahan terhadap struktur organisasi yang telah ada dengan 
menambah 1 (satu) bidang/urusan yang tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan 

wawasan kebangsaan. 

 
BAB  V 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 6 

(1) Organisasi Kemasyarakatan yang sudah melakukan penambahan atas struktur 
organisasinya mempunyai tugas dan tanggung jawab menyampaikan laporan 
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten/Kota. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan perubahan struktur 

organisasi. 

(3) Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan laporan kegiatan yang telah 

dilaksanakan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten/Kota. 

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal laporan selesai dibuat. 

 

BAB  VI 

PEMBINAAN 

Pasal 7 

(1) Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan pada tingkat provinsi dilakukan oleh 
Gubernur. 

(2) Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan 

oleh Bupati/Walikota.  
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BAB  VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  8 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

           Ditetapkan di Banjarmasin 

           pada tanggal 11 Oktober 2017  
 

            GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
                                                                                            ttd 
 

         H. SAHBIRIN NOOR 

 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 11 Oktober 2017     

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

     KALIMANTAN SELATAN,  
 
                 ttd 

 
      H. ABDUL HARIS 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2017 NOMOR  86 


